
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

Terorisme merupakan kejahatan internasional karena membahayakan  kesejahteraan 

rakyat,  mengancam keamanan global, dan mempersulit penegakan dan perlindungan hak asasi 

manusia. Akibatnya, terorisme harus diberantas secara terencana dalam jangka Panjang. Terorisme  

diakui sebagai  kejahatan yang tidak biasa dan kejahatan terhadap kemanusian  pada konvensi PBB 

di Wina Austria Tahun 2000 yang mengangkat tema The Prevention of Crime and The Treatment 

of Offenders. Terorisme akibatnya dianggap sebagai “ kejahatan terhadap kemanusiaan” dan 

membutuhkan perhatian khusus.1 Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membentuk Detasemen 

Khusus 88 (AT), atau dikenal juga dengan Densus 88 AT, sebuah pasukan khusus anti teror di 

bawah pengawasan Polri. Densus 88 adalah unit kontraterorisme yang dapat menangani situasi 

penyanderaan serta ancaman bom dan gangguan teroris lainnya.  

Adanya suatu badan yang memiliki yurisdiksi khusus untuk memerangi dan memberantas 

terorisme diharapkan dapat menjadi solusi atas ancaman terorisme yang menjamur dan semakin 

parah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, Densus 88 tidak bekerja 

dengan sempurna. 

Salah satu tanda yang terlihat jelas adalah terbentuknya wacana pembubaran Densus 88 

AT yang telah dimajukan sejumlah ormas lokal, antara lain Ormas Muhammadiyah, dan Majelis 

Ulama Indonesia (MUI). Perdebatan tentang pembubaran Densus 88 AT muncul sebagai 

 
1 Tiya Erniyati, “Tindakan Densus 88 Terhadap Terduga Sebagai Extrajudicial killing’’, Banua Law 

Review,Vol 3, Issue 1, 2021, Hal. 1.  



tanggapan atas Tindakan Densus 88 AT yang dinilai melampaui kewenangannya dalam operasi 

penegakan hukum untuk memberantas terorisme. 2  

Salah satu bentuk pelanggaran HAM adalah maraknya “pembunuhan di luar hukum” yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang mengakibatkan kematian seseorang tanpa ada 

perintah pengadilan atau prosedur hukum.3 Densus 88 AT dinilai sangat berlebihan karena lebih 

mengutamakan Tindakan represif daripada Tindakan preventive, sehingga operasi kontraterorisme 

yang dilakukan oleh Densus 88 AT seringkali melakukan Tindakan yang dapat merugikan 

masyarakat..  

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), langkah-langkah 

penyelesaian perkara pidana adalah sebagai berikut : 

1) Penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

2) Penyidikan oleh Kepolisian dan pejabat tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang; 

3) Dakwaan Jaksa Agung Republik Indonesia ; 

4) Putusan  yang menjadi dasar kewenangan hakim dalam memeriksa , mengadili dan 

memutus perkara. 

 

Suiatui peirkara pidana juiga haruis diduikuing oleih buikti-buikti yang dapat dijadikan landasan 

uintuik meingambil suiatui puituisan. Tangguing jawab dan weiweinang polisi dalam suiatui peirkara 

pidana beirada pada tahap peinyeilidikan dan peinyidikan, jika meilihat aluir yang diuiraikan dalam 

KUiHAP di atas. Seikalipuin polisi meimiliki keikuiasaan uintuik meingeikseikuisi peilakui keijahatan, 

keikuiasaan teirseibuit haruis diduikuing oleih puituisan hakim dan meingikuiti proseidu ir huikuim. 

 Dalam konteiks peiradilan pidana, salah satui keiweinangan keipolisian seibagaimana 

dimaksuid dalam Pasal 16 ayat (1) Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2002 yang meingatuir teintang 

Keipolisian Neigara Reipu iblik Indoneisia adalah meimanggil orang uintuik dideingar dan dipeiriksa 

 
2 Ai Wati, “Kewenangan Detasemen Khusus 88 Anti Teror  Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana 

Terorisme  Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Tesis  Pascasarjana UIN Bandung, 2017, Hal. 10.  
3 Ibid., Hal. 102.  



seibagai teirsangka ataui saksi. Meinuiruit Zainal Muihtar, peimbuinuihan di luiar proseis huikuim itui juiga 

dianggap meilanggar asas praduiga tak beirsalah seilain tidak meimatuihi proseiduir huikuim acara pidana 

yang beirlakui.4 Deingan adanya tindakan eixtrajuidicial killing yang meinyeibabkan teirbuinuihnya 

teirduiga peilakui tindak pidana, teintui meimbuiat keipolisian tidak dapat meinghadirkan seiseiorang 

uintuik dimintai keiteirangan dan tidak bisa meindapatkan peituinjuik apapuin dari seibuiah tindak pidana 

yang teirjadi. Bahkan, meinghilangkan hak tak beirsalah di muika huikuim pada teirduiga peilakui tindak 

keijahatan.  

Aparat peineigak huikuim haruis teiruis meinghormati hak asasi manuisia dalam meimeirangi 

keijahatan teirorismei. Teirduiga  dalam aksi teirorismei adalah manuisia, dan kita haruis meinghormati 

dan meimbeila hak asasi meireika. Artinya meireika haru is dipeirlakuikan seicara adil, sama seipeirti orang 

lain, dan hak meireika seibagai manuisia haruis diteigakkan. Artinya, Uindang-Uindang Dasar 1945 

yang meinjamin bahwa seigala warga neigara beirsamaan keiduiduikannya di deipan huikuim dan bahwa 

Neigara Reipuiblik Indoneisia adalah neigara huikuim yang deimokratis beirdasarkan Pancasila, 

meimbeila hak asasi manu isia dan meiwajibkan peimeirintah meilakuikan tanpa keicu iali. 

Suiatui neigara huikuim meinuiruit Sri Soeimantri, haruis meimeinuihi beibeirapa uinsuir yaitui:5  

1. Peimeirintah dalam meilaksanakan tuigas dan keiwajibannya haruis beirdasarkan atas huikuim 

ataui peiratuiran peiruindang-uindangan;  

2. Adanya jaminan teirhadap hak-hak asasi manuisia (warga neigara);  

3. Adanya peimbagian keikuiasaan dalam neigara;dan  

4. Adanya peingawasan dari badan- badan peiradilan.  

 

Beirkaitan deingan tuintuitan teirseibuit khuisuisnya teirkait deingan poin 2, adanya jaminan Hak 

Asasi Manuisia (HAM), maka dapat disimpuilkan bahwa seilalui ada jaminan hak asasi manuisia 

 
 4 Zainal Muhtar, “Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 

88”, Jurnal Supremasi Hukum, 3, Hal. 128 

       5 Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung,1992, Hal.29  



dalam seitiap konstituisi (warga neigara). Di neigara yang meinjuinjuing tinggi suipreimasi huikuim, Hak 

Asasi Manuisia haruis diatuir dan dijuinjuing tinggi, khuisuisnya di Indoneisia.  

Pasal 4 Uindang-Uindang No.39 Tahuin 1999 Teintang Hak Asasi Manu isia (seilanjuitnya di 

seibuit Uindang-Uindang HAM) diseibuitkan bahwa:  

Hak uintuik hiduip,hak uintuik tidak disiksa, hak keibeibasan pribadi, pikiran dan hati 

Nuirani,hak beiragama, hak uintuik tidak dipeirbuidak,hak uintuik diakuii seibagai pribadi dan 

peirsamaan dihadapan huikuim dan hak uintuik tidak dituintuit atas dasar hu ikuim yang beirlaku i 

suiruit adalah hak-hak manuisia yang tidak dapat dikuirangi dalam keiadaan apapuin dan ole ih 

siapapuin.  

 

HAM seicara tradisional dipandang seibagai hak yang eiseinsial, kruisial, dan meindasar. Jadi, 

banyak orang peircaya bahwa keikuiatan dan keiamanan seitiap orang beirasal dari keimampuiannya 

uintuik meingguinakan hak asasinya. Uintuik meimeilihara dan meinjaga harkat dan martabat manuisia, 

hak asasi manuisia haruis dihormati dan dijuinjuing tinggi oleih neigara, huikuim, peimeirintah, dan 

seitiap orang. Hak Asasi Manuisia adalah seipeirangkat hak yang meileikat dalam keihiduipan manuisia 

seibagai makhluik Tuihan.  

Akhir tahuin 2020, peirnah teirjadi tindakan teirindikasi eixtrajuidicial killing yang dilakuikan 

aparat keipolisian teirhadap einam anggota FPI di jalan tol Jakarta-Cikampeik seikitar kilomeiteir 50. 

Keipolisian beiralasan peineimbakan dilakuikan kareina peituigas polisi meirasa teirancam keiseilamatan 

jiwanya kareina meirasa diseirang leibih duilui seihingga teirpaksa meileipaskan teimbakan yang 

meingakibatkan einam anggota FPI teiwas.6 

Tindakan seiruipa lagi yaitui Nuir Iman. Nuir Iman adalah seiorang peidagang amgkringan yang 

teiwas kareina teirteimbak pada saat Deinsuis 88 teirlibat bakui teimbak deingan duia orang teirduiga tindak 

pidana teiroris Bom Cireibon, yaitui Sigit Quirdowi dan Heindro Yuinianto di Suikoharjo pada tanggal 

17 Meii 2011. Mabeis Polri meingakui bahwa Nuir Iman teiwas kareina teirkeina peiluirui dari teirduiga 

 
6 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fd73a34085e4/mengenali-istilah-extrajudicial-killing-

dalam-perpektif-ham/. Diakses pada hari Jumat,5 November 2021 pukul 21:25 WIB.  

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fd73a34085e4/mengenali-istilah-extrajudicial-killing-dalam-perpektif-ham/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fd73a34085e4/mengenali-istilah-extrajudicial-killing-dalam-perpektif-ham/


tindak pidana teirorismei.7 Tindakan seiruipa yang ramai dipeirbincangkan juiga teirjadi yaitui Qidam 

Alfarizki seibagai teirduiga teioris yang teirjadi di Poso pada tahuin 2020.8 Siyono, 33 tahuin, warga 

Duisuin Breingkuingan, Deisa Apaouiguing, Keicamatan Cawas, dan Kabuipatein Klatein, juiga ditahan 

deingan cara seiruipa pada tanggal 8 Mareit 2016, keitika peirsoneil Deinsuis 88 AT Mabeis Polri 

meingheintikan meireika di deikat ruimahnya. Ayah lima anak itui meininggal tiga hari keimuidian saat 

masih ditahan di peinjara. Orang awam juiga bisa beirpeindapat kareina Deinsuis 88 AT meilanggar 

huikuim dalam kasuis ini, maka dipeirluikan peineigakan huikuim uintuik meilinduingi teirsangka, namuin 

kareina Deinsuis 88 AT meingabaikan hal teirseibuit, teirsangka akhirnya meininggal duinia.  Seilain itui 

saat meilakuikan peinangkapan dan peinggeileidahan oleih Deinsuis 88 AT, keilu iarga korban tidak 

meindapat suirat peinangkapan mauipuin suirat-suirat peinggeileidahan. Padahal keiteintuian huikuim, 

seibeiluim meilakuikan peinangkapan dan peinggeileidahan, deinsuis haruis meimbeirikan suirat keipada 

keiluiarga yang meiruipakan syarat administrasi uintuik peimbeiritahuian. Seilanjuitnya saat korban 

ditangkap, polisi tidak meimbeirikan informasi apapu in keipada keiluiarga. Keiluiarga dihuibuingi juistrui 

uintuik meinyampaikan korban teilah meininggal duinia dan keiluiarga diminta meinguiruis keipuilangan 

jeinazahnya. Saat deinsuis meimbeiritahui korban teilah meininggal, keiluiarga tidak meindapat keijeilasan 

reismi meingeinai peinyeibab keimatian. Kareina tidak ada beirkas visuim yang ditu injuikkan. Keiluiarga 

hanya diminta meinandatangani beirkas tanda teirima jeinazah dan suirat-suirat yang tidak dikeitahuii 

oleih keiluiarga apa tuijuiannya. Parahnya lagi, keilu iarga korban dipaksa meinandatangani suirat 

peirnyataan beirisi keilu iarga meingikhlaskan keimatian Siyono dan tidak akan meinuintuit 

peirtangguingjawaban seicara huikuim.9  

 
7 http://nasional.inilah.com/read/details/1513032 Diakses pada tanggal 11 Agustus 2011. 

8 https://www.trenopini.com/2020/04/tragedi-siyono-dan qidam-al-farizki.htm. Diakses pada hari Jumat,5 

November 2021 pukul 21.32 WIB.   
9 https://www.republika.co.id/berita/o4n8m4335/kontras-densus-88-lakukan-pelanggaran-hamterhadap-siyono   
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Beirdasarkan Pasal 28 Peiratuiran Peimeirintah Peingganti Uindang-Uindang Reipuiblik 

Indoneisia Nomor 1 Tahu in 2002 Teintang Peimbeirantaan Tindak Pidana Teirorismei yang dimana 

beirbuinyi :10  

Peinyidik dapat meilakuikan peinangkapan teirhadap seitiap orang yang diduiga keiras 

meilakuikan tindak pidana teirorismei beirdasarkan buikti peirmuilaan yang cuikuip seibagaimana 

dimaksuid dalam Pasal 26 ayat (2) uintuik paling lama 7 x 24 (tuijuih kali duia puiluih eimpat) 

jam.  

 

Alat buikti teirseibu it meilipuiti informasi seibagaimana dimaksuid dalam hu ikuim acara pidana 

yang diuicapkan, dikirim, diteirima,ataui disimpan seicara eileiktronik deingan alat optic ataui alat 

seijeinisnya, seirta data yang teireikam, atauia informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan /ataui dideingar 

dan yang dapat diguinakan  deingan ataui tanpa bantuian suiatui sarana, bak teirtuilis diatas keirtas, 

mauipuin yang teireikam seicara eileiktrronik, teirmasuik namuin tidak teirbatas pada :11  

1. Tuilisan, auidio, ataui visuial;  

2. Peita, deinah, gambar, ataui barang seijeinisnya ;  

3. Dapat diideintifikasi oleih meireika yang dapat meimbaca ataui meingartikannya, seipeirti huiruif, 

tanda, angka, simbol, ataui peirforasi.  

Fakta-fakta yang dipaparkan di atas meinuinjuikkan adanya keiseiweinangan yang dilakuikan 

aparat peineigak huikuim dalam hal ini keipolisian dalam meilaksanakan tuigasnya, bahkan seiolah 

meinjadi jalan pintas yang dileigitimasi oleih aparat keipolisian dalam meingheintikan tindak keijahatan 

ataui tindak pidana. Seidangkan tuigas dan weiweinang keipolisian khuisuisnya dalam peingguinaan 

seinjata api teilah diatuir dalam Peirkapolri Nomor 1 dan Nomor 8 Tahuin 2009 yang meineigaskan 

bahwa peingguinaan keiku iatan deingan keindali seinjata api hanya dapat dilakuikan apabila anggota 

 
       10 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 28  

        11 . https://heylawedu.id/blog/densus-88-tembak-mati-tersangka-terorisme-saat penangkapanapakah-sesuai-
prosedur   
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Polri tidak meimiliki alteirnatif lain yang beiralasan dan masuik akal uintuik meingheintikan tindakan 

peilakui keijahatan ataui teirsangka.  

Beirdasarkan Peirkapolri Nomor 1 Tahuin 2009 Pasal 5, diseibuitkan bahwa tahapan 

peingguinaan keikuiatan dalam tindak keipolisian teirdiri dari 6 (einam) tahapan deingan meimilih 

tahapan peingguinaan keiku iatan yang diseisuiaikan deingan tingkat bahaya ancaman peilakui keijahatan 

ataui teirsangka.12 Artinya, peingguinaan seinjata api adalah uipaya teirakhir yang bisa dilakuikan aparat 

keipolisian uintuik meingheintikan peilakui keijahatan, deingan maksuid meilu impuihkan, buikan 

meimbuinuih peilakui keijahatan ataui teirsangka.  

Pada kasuis peimbeirantasan tindak pidana teirorismei Deinsuis 88 AT tak seigan-seigan 

meinghabisi seiseiorang yang diduiga peilakui teirorismei. Tak heiran jika seiorang Komisoneir Komnas 

HAM Beirnama Saharuiddin Daming, meingatakan deinsuis 88 AT leibih meimilih uintuik meingahabisi 

meireika yang diduiga teirlibat teirorismei, hal ini teirmasuik peilanggaran HAM beirat yang teirtuiang 

dalam peinjeilasan Pasal 104 Uindang-Uindang HAM yang meinyeibuitkan:  

Yang dimaksuid dalam “peilanggaran hak asasi manuisia yang beirat” adalah peimbuinuihan 

massal (geinocidei), peimbuinuihan seiweinang-weinang ataui di luiar pu ituisan peingadilan 

(arbitrary/eixtrajuidicial killing), peinyiksaan, peinghilangan orang seicara paksa, peirbuidakan 

ataui diskriminasi yang dilakuikan seicara sisteimatis (systeimatic diseirimination).  

 

Oleih kareina itui, peinangguilangan dan peimbeirantasan deingan cara-cara yang biasa muistahil 

dapat dilakuikan seihingga peinanganan deingan cara-cara luiar biasa (eixtra-ordinary meiasuirei) 

meiruipakan konseikuieinsi logis yang haruis dibeirlaku ikan. Sikap reiaktif dari Deinsuis 88 AT dapat 

dinilai sangat beirleibihan hingga tidak jarang dianggap seibagai beintuik peilanggaran HAM beirat.  

Indikasi yang paling jeilas teirlihat dari pola keibijakan reipreisif yang seilalui meinjadi pilihan 

uitama peinindakan teirorismei. Teircatat puiluihan “teirtu iga teiroris” mati kareina aksi peimbuinuihan atau i 

eixtrajuidicial killing kareina tindakan reipreisif dari Deinsuis 88 AT hanya kareina meireika “diduiga 

 
       12 Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.  



seibagai teiroris” seicara suibjeiktif oleih Deinsuis 88 AT. Tindakan teirseibuit sangatlah beirteintangan 

deingan keiteintuian Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 Uindang-Uindang HAM yang beirbuinyi:13   

Pasal 18 ayat (1) 

Seitiap orang yang ditangkap,ditahan dan dituintuit kareina disangka meilakuikan seisuiatu i 

tindak pidana beirhak dianggap tidak beirsalah,sampai dibuiktikan keisalahannya seicara sah 

dalam suiatui sidang peingadilan dan dibeirikan seigala jaminan huikuim yang dipeirluikan uintuik 

peimbeilaannya,seisuiai deingan keiteintuian peiratuiran peiruindang-uindangan.  

Pasal 34  

Seitiap orang tidak boleih ditangkap, dittahan, disiksa, dikuicilkan, diasingkan, ataui 

dibuiang seicara seiweinag-weinang.  

 

Deingan deimikian, dalam proseis peineigakan huikuim yang dilakuikan oleih Deinsuis haruis 

beirhuibuingan eirat deingan peirlinduingan HAM, namu in hal teirseibuit banyak yang diabaikan. Padahal 

seibagai aparat peineigak huikuim (law einforceimeint duitieis) Deinsuis 88 AT seiharuisnya leibih 

meinguitamakan peineigakan huikuim meilaluii langkah-langkah kompreiheinsif yang seiimbang 

seipeinuihnya beirdasarkan prinsip keiseiimbangan (proportional principlei), yakni tindakan preiveintif 

dan tindakan reipreisif. Pola tindakan yang ceindeiru ing meinguitamakan meitodei peimbasmian dari 

pada peinangkapan yang leibih manuisiawi, kareina jangan sampai nantinya eiksisteinsi Deinsuis 88 AT 

meinjadi dipeirtanyakan kareina meinampakan keiseiweinang-weinangan seibagai aparat peineigak 

huikuim.  

Peineigkan huikuim pidana juiga beirhuibuingan eirat deingan peirlinduingan atas Hak Asasi 

Manuisia (HAM). Seibagai bagian dari Keipolisian Reipuiblik Indoneisia (POLRI), maka Deinsuis 88 

AT dalam uipaya peinangguilangan dan peimbeirantasan teirorismei juiga teirikat pada“guiilding 

principleis” yang meingikat tuigas POLRI dalam peineigakan huikuim, yakni meilinduingi HAM yang 

buikan hanya seikeidar asas ataui peidoman yang haruis dihormati dan dijuinjuing tinggi, teitapi meinjadi 

tuigas yang haruis dilaksanakan dan meinjadi tuijuian yang haruis dicapai.  

 
       13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34   



Jika di lihat kaitan deingan asas preisuimption of innonceint ataui asas praduiga tak beirsalah, 

seiseiorang tidak boleih dikatakan beirsalah seibeiluim teirdapat puituisan hakim yang beirsifat incracht 

van gaqisjdei. Dalam hal ini, peingakuian teirhadap asas preisuimption of innonceint dalam huikuim 

acara pidana yang beirlakui di neigara Indoneisia meinganduing duia makna. Peirtama meimbeirikan 

peirlinduingan dan jaminan huikuim teirhadap seiseiorang teilah “diduiga” meilakuikan suiatui tindak 

pidana dalam proseis peimeiriksaan peirkara agar tidak dilanggar hak asasi manuisianya. Keiduia 

meimbeirikan peidoman keipada peituigas agar meimbatasi tindakannya dalam meilakuikan 

peimeiriksaan dikareinakan yang dipeiriksa adalah manuisia yang dimana meimpuinyai harkat dan 

martabat yang sama dan wajib di linduingi oleih huiku im.   

Beirtolak dari tuigas dan weiweinang keipolisian dalam suiatui peirkara pidana beirada pada 

tahap peinyeilidikan dan peinyidikan teirdapat isui hu ikuim barui meingeinai keiweinangan Keipolisian 

dalam meilakuikan peineimbakan teirhadap teirduiga teirorismei seibeiluim adanya puituisan peingadilan 

yang incrah van gaqisjdei. Adanya keikabuiran  huikuim Uindang-Uindang Reipuiblik Indoneisia Nomor 

5 Tahuin 2018 Teintang Peiruibahan Atas Uindang-Uindang Nomor 15 Tahuin 2003 Teintang 

Peineitapan Peiratuiran Peimeirintah Peingganti Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 2002 Teintang 

Peimbeirantasan Tindak Pidana Teirorismei meinjadi Uindang-Uindang.14  

Dimana pasal-pasal dalam Peirkap Nomor 1 Tahuin 2009 teintang peingguinaan keikuiatan 

dalam tindakan keipolisian dan Peirkap Nomor 8 Tahuin 2009 teintang Impleimeintasi Prinsip dan 

Standar Hak Asasi Manuisia dalam Peinyeileinggaraan Tuigas Polri. Khuisuis peingguinaan istilah 

meingheintikan teirsangka teirdapat pada Pasal 1 angka 5, Pasal 5 ayat (1) huiruif f, Pasal 7 ayat (1), 

Pasal 8 ayat (2) dan (3) yang beirarti bahwa peinggu inaan keikuiatan dapat dilakuikan bila meimang 

dipeirluikan dan tidak dapat dihindari beirdasarkan situiasi yang dihadapi uintuik meingheintikan 

 
14 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang 



tindakan teirsangka. Istilah meingheintikan juiga teirdapat dalam Peirkap Nomor 8 Tahuin 2009, 

khuisuisnya dalam Pasal 47 ayat (2) huiruif seibagaimana teilah dituilis di atas, khuisuisnya peingguinaan 

kata "meingheintikan" meiruipakan suibstansi pasal yang kabuir dan muiltitafsir dalam praktik 

khuisuisnya peingguinaan seinjata api oleih aparat keipolisian pada saat peinangkapan teirsangka tindak 

pidana teirorismei. Implikasi yuiridis dari peineirapan suibstansi pasal yang kabuir dan muiltitafsir 

teirseibuit oleih aparat keipolisian dapat beirakhir pada peinyalahguinaan weiweinang (abuisei of poweir). 

Kata meingheintikan dapat ditafsirkan oleih aparat keipolisian deingan meineimbak langsuing para 

peilakui keijahatan pada bagian apa saja, tidak ada peinjeilasan ataui meingharuiskan meineimbak kaki 

teirleibih dahuilui ataui bagian tuibuih yang lain yang tidak meimbahayakan keiseilamatan peilaku i 

keijahatan. Kata meingheintikan dapat ditafsirkan uintu ik meimatikan aktivitas peilakui keijahatan yang 

dinilai oleih aparat meimbahayakan ataui meingancam keiseilamatan jiwa aparat ataui masyarakat. 

Ruimuisan norma dalam Peirkap teirseibuit dapat meingakibatkan tindakan aparat keipolisian 

sangat reipreisif khuisuisnya pada saat peinangkapan teirsangka tindak pidana teirorismei yang dinilai 

sangat meimbahayakan keiseilamatan jiwa aparat dan masyarakat. Ruimuisan norma yang kabuir 

dalam suibstansi pasal Peirkap teirseibuit beirimplikasi yuiridis seipeirti halnya, tidak meinjamin 

peirlinduingan dan keipastian huikuim yang adil, peirlakuian yang sama di deipan huikuim bagi seimuia 

warga Neigara seirta meingeisampingkan asas praduiga tidak beirsalah. Implikasi yuiridis teirhadap 

norma yang kabuir dan muiltitafsir dalam suibstansi kata "meingheintikan" dapat dipeirseipsikan oleih 

aparat bahwa peilakui keijahatan ataui teirsangka teirorismei dibeirlakuikan prinsip praduiga beirsalah 

(preisuimeid liability) seihingga peituigas dapat meilakuikan diskreisi deingan langsuing meineimbak 

peilakui uintuik meingheintikan. 



Beirdasarkan latar beilakang masalah seibagaimana dikeimuikakan di atas, maka peinuilis 

teirtarik uintuik meingangkat juiduil “Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak 

PidanaTerorisme Dalam Perspektif Asas Presumption of Innoncent dan HAM” . 

 B. Rumusan Masalah   

Beirdasarkan latar beilakang masalah diatas, peinuilis dapat meiruimuiskan peirmasalahan 

seibagai beirikuit;  

1. Bagaimana peingatuiran eixtrajuidicial killing teirhadap  peilakui teirduiga tindak  pidana 

teirorismei?  

2. Bagaimana kebijakan eixtrajuidicial killing teirhadap peilakui teirduiga tindak pidana teirorisme i 

dalam peirspeiktif HAM?  

C. Tujuan Penelitian   

Beirdasarkan ruimu isan masalah yang teilah diu iraikan diatas, maka tuijuian dari peineilitian ini 

adalah :   

1. Uintuik meingeitahu ii peingatuiran eixtrajuidicial killing teirhadap peilakui teirduiga tindak  pidana 

teirorismei.  

2. Uintuik meingeitahu ii kebijakan eixtrajuidicial killing teirhadap peilakui teirduiga tindak pidana 

teirorismei dalam peirspeiktif HAM. 

D. Manfaat Penelitian   

Beirdasarkan hasil peineilitian dari skripsi yang teilah dibuiat oleih peinuilis, diharapkan dapat 

meimbeirikan manfaat keipada banyak orang baik seicara akadeimis dan praktis.  

1. Manfaat Akadeimis   

Deingan adanya peineilitian ini diharapkan dapat meinghasilkan seirta mampui meimbeiri 

kontribuisi dalam peingeimbangan ilmui peingeitahuian uimuim, teirkhuisuisnya dalam 



peingeimbangan ilmui huikuim. Hasil peineilitian ini juiga nantinya diharapkan dapat meinjadi 

reifeireinsi uintuik meingeitahuii leibih jauih meingeinai peirlinduingan huiku im yang dibeirikan 

keipada korban Eixtrajuidicial Killing dalam asas praduiga tak beirsalah.  

2. Manfaat praktis  

Adanya peineilitian ini diharapkan dapat meimbeirikan informasi keipada masyarakat teintang 

bagaimana peingatuiran meingeinai Eixtraju idicial Killing seibagai keijahatan teirhadap 

keimanuisiaan beirdasarkan Huikuim Pidana Indoneisia.  

E.  Kerangka Konseptual   

Uintuik meimahami maksuid yang teirkanduing dalam peinuilisan skripsi ini dan meinghindari 

adanya peinafsiran yang beirbeida meingeinai juiduil skripsi ini, maka peinuilis meingguinakan beibeirapa 

landasan seibagi konseip dalam keirangka konseiptuial seibagai beirikuit:   

1.  Eixtrajuidicial Kiliing   

Peingeirtian eixtrajuidicial killing adalah suiatui tindakan peimbuinuihan oleih aparat neigara 

tanpa sanksi dari proseis peiradilan ataui proseis huikuim. Peimbuinuihan di luiar puituisan peingadilan 

meiruipakan diskreisi oleih aparat neigara yang beirweinang kareina hal-hal teirteintui yang teirjadi di 

lapangan. Seihingga dapat di pahami uinsuir peimbuinu ihan di luiar puituisan peingadilan teirdapat 2 hal 

yaitui :   

a. Di luiar keiweinangan peingadilan;  

b. Di luiar proseis huikuim.15 

2. Peilakui   

 
15 Shadily, Kamus Inggris Indonesia An English Indonesia Dictionary, (Jakarta: PT. Gramedia, 2002), Hal. 185. 



Peingeirtian peilaku i dapat diteimuikan di dalam ruimuisan Pasal 55 Ayat (1) Kitab Uindang-

Uindang Huikuim Pidana yang pada dasarnya beirisi eimpat keiadaan seihingga seiseiorang dikatakan 

seibagai peilakui apabila salah satuinya teirpeinuihi antara lain :   

a. Meireika yang meilakuikan;  

b. Yang meinyuiruih meilakuikan;  

c. Yang tuiruit seirta meilakuikan; dan   

d. Meireika yang seingaja meinganjuirkan orang lain suipaya meilakuikan  

e. Peirbuiatan.  

3. Tindak Pidana   

Meinuiruit Vos, tindak pidana meiruipakan su iatui keilakuian manuisia diancam pidana oleih 

peiratuiran peiruindang-uindangan. Jadi suiatui keilakuian pada uimuimnya dilarang deingan ancaman 

pidana.  

4. Teirorismei  

Meinuiruit Buidiman meinjeilaskan bahwa teiror adalah feinomeina yang cuikuip tuia dalam 

seijarah. Meinakuiti-nakuiti, meingancam, meimbeiri keijuitan keikeirasan ataui meimbuinuih deingan 

maksuid meinyeibarkan rasa takuit adalah taktik-taktik yang suidah meileikat dalam peirjuiangan 

keikuiasaan, jauih seibeiluim hal-hal itui dinamai “ teiror” ataui “teirorismei”.   

5. Asas Preisuimption Of Innonceint  

Asas preisuimption of innonceint ataui juiga biasa diseibuit asas praduiga tak beirsalah 

meiruipakan suiatui peirbu iatan yang dianggap beilu im beirsalah seibeiluim puituisan hakim yang 

meimpuinyai keikuiatan huikuim teitap.16   

6. Hak Asasi Manuisia   

 
      16 Monang Siahaan, Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana,, PT Grasindo,Jakarta, 2017, hal. 92  



Istilah hak asasi manuisia meiruipakan dari Droits dei L’ hommei (Prancis),  Huiman Rights 

(Inggris), dan Meinseikeilijei reichtein (Beilanda). Di Indoneisia, hak asasi manuisia leibih dikeinal 

deingan istilah hak-hak asasi ataui dapat diseibuit seibagai hak fuindameintal. 17 

F. Landasan Teoritis  

a. Teiori Peineigakan huiku im   

Meinuiruit Satjipto Rahardjo dalam buikuinya yang beirjuiduil Masalah Peineigakan Huikuim 

meinyatakan bahwa peineigakan huikuim pada hakikatnya meiruipakan peineirapan diskreisi (keibijakan) 

yang meimbuiat keipuituisan huikuim tidak seicara keitat diatuir oleih uindang-uindang meilainkan juiga 

beirdasarkan keibijaksanaan antara huikuim dan eitika. Oleih kareina itui, peirtimbangan seicara nyata 

hanya diteirapkan seileiktif dalam masalah peinangguilangan keijahatan. Leibih lanjuit, deingan 

meinguitip peindapat Notohamidjojo dikatakan bahwa seitidaknya teirdapat eimpat norma peinting 

dalam peineigakan huikuim yaitui : keimanuisiaan, keiadilan, keipatuitan, dan keijuijuiran.  

Deingan deimikian, dapat peinuilis simpuilkan bahwa yang dimaksuidkan deingan peineigakan 

huikuim adalah bagian dari peimbanguinan yang meingarah pada uipaya-uipaya meineirapkan atau i 

meingaplikasikan ataui meingkonkreitkan huikuim dalam keihiduipan nyata uintuik meingeimbalikan atau i 

meimuilihkan keiseiimbangan dalam tatanan keihiduipan beirmasyarakat, beirbangsa dan beirneigara.18  

 

 

b. Teiori Keipastian Huiku im  

Meinuiruit Kamuis Beisar Bahasa Indoneisia (KBBI) kata pasti adalah suidah teitap, tidak 

boleih tidak teintui. Keipastian meiruipakan keiadaan peirihal keiadaan pasti, keiteintuian, keiteitapan. 

 
       17 Budiyanto, Dasar-dasar Ilmu Tata Negara, Erlangga, Jakarta,2000, hal. 56  

       18 Prof.Dr. H. Edi Setiadi,S.H.,M.H.dan Kristian,S.H.,M.Hum, dan Kristian, S.H., M.Hum, Sistem Peradilan 

Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia , Cetakan 1 Kencana , Bandung, 2016, Hal 136-137.  



Seidangkan peingeirtian huikuim meinuiruit Uiltreich meiruipakan himpuinan peiratuiran-peiratuiran 

(peirintah dan larangan) yang meingatuir tata teirtib dalam suiatui masyarakat dan haruis ditaati 

masyarakat itui seindiri. Oleih kareina itui apabila meilanggar huikuim akan meindapatakan sanksi ataui 

huikuiman yang akan dilakuikan oleih peimeirintah ataui peinguiasa. Huikuim diciptakan oleih masyarakat 

dan uintuik masyarakat seihingga huikuim haruis seisuiai deingan peirkeimbangan masyarakat.   

Huikuim beirsifat meingikat dan meimaksa seihingga masyarakat teirseibuit wajib meinaati dan 

meimatuihi peiratuiran huikuim dan huikuim yang beirlakui. Adanya atuiran ini dan peilaksanaan atuiran 

teirseibuit meinimbuilkan keipastian. Meinuirit Uiltreich, keipastian huikuim meingandu ing duia peingeirtian, 

yaitui peirtama adanya atu iran yang beirsifat uimuim meimbuiat individui meingeitahuii peirbuiatan apa 

yang boleih dan tidak boleih dilakuikan dan keiduia, beiruipa keiamanan huikuim bagi individui dari 

keiseiweinangan peimeirintah kareina deingan adanya atuiran yang beirsifat uimuim ini individui dapat 

meingeitahuii apa saja yang boleih dibeibankan ataui dilakuikan oleih neigara teirhadap individui.19  

c. Teiori Hak Asasi Manu isia 

Hak Asasi Manu isia saat ini meinjadi diskuirsuis yang tak ada heintinya, seilalui meinjadi salah 

satui pokok bahasan yang peinting uintuik dikaji. Diskuirsuis yang teirjadi, banyak dilakuikan dalam 

beirbagai aspeik, misalnya pandangan suiduit pandang agama ataui buidaya teirhadap Hak Asasi 

Manuisia atauipuin keiteirkaitan Hak Asasi Manuisia deingan disilin ilmui lainnya. Dari diskuirsuis 

teirbaharui itui seimuia, Hak Asasi Manuisia tidak bisa kita leipaskan deingan su ibstansi uitamanya, 

seipeirti, konseip dan prinsip dasar Hak Asasi Manuisia, peinjeilasan meingeinai hak yang dapat 

dikuirangi dan hak muitlak ataui hak yang tidak dapat dikuirangi, dan peirkeimbangan peiratuiran-

peiratuiran teintang Hak Asasi Manuisia di Indonneisia. Seicara konseip Hak Asasi Manuisia ialah hak-

hak yang dimiliki manu isia kareina hak teirseibuit dimiliki kareina peimbeirian dari Allah SWT, 

 
       19 Teori Kepastian Hukum, repository.uma.id Diakses 1 Oktober 2019  



manuisia meimilikinya buikan kareina dibeirikan keipadanya oleih masyarakat ataui huikuim positif atau i 

raja atauipuin peinguiasa, meilainkan kareina martabat dan keiduiduikannya seibagai manuisia. Seilain itui, 

peirbeidaan warna kuilit, ras, golongan, mauipuin agama tidak meinghilangkan hak-hak teirseibuit.20 

Seibagai tonggak dalam meinjamin hak teirseibuit, Hak Asasi Manuisia meimiliki prinsip-prinsip yaitui 

uiniveirsal, tak teirbagi, saling beirgantuing, saling teirkait, keiseitaraan, nondiskriminasi, dan tangguing 

jawab neigara. 21 Prinsip-prinsip inilah yang wajib diwajantahkan oleih seitaip peimangkui keiwajiban 

yaitui neigara. Peiwanjatahan teirseibuit diwuijuidkan deingan adanya payuing huiku im atas Hak Asasi 

Manuisia dan reialisasinya dalam peimeinuihan dan peirlinduingan Hak Asasi manuisia. Dalam Hak 

Asasi Manuisia  teirdapat puila teiori meingeinai peingu irangan hak (deirogablei rights) dan hak yang 

tidak dapat dikuirangi (non-deirogablei rights). 

G  Metode Penelitian  

Uintuik meingeitahuii dan meimahani seicara teirinci dan sisteimatis meitodei peineilitian yang 

diguinakan dalam proposal skripsi ini, beirikuit peinuilis uiraikan komponein-komponein antara lain 

seibagai beirikuit:    

1. Tipei Peineilitian  

Beirdasarkan peirmasalahan yang teilah diuiraikan oleih peinuilis seibeiluimnya, peinuilis 

meingguinakan meitodei peineilitian yuiridis normatif. “Peineilitian huikuim normatif meiruipakan jeinis 

peineilitian huikuim yang dipeiroleih dari stuidi keipuistakaan, deingan meinganalisis suiatui peirmasalahan 

huikuim meilaluii peiratuiran peiruindang-uindangan, liteiratuir-liteiratuir, dan bahan-bahan reifeireinsi 

lainnya.”22 Peineilitian Huikuim Normatif juiga meiruipakan “peingkajian peirmasalahan huikuim 

 
20 Knut D Asplun, Eko Riyadi, dan Suparman Marzuki (ed), Hukum Hak Asasi, Hal. 11. 
21 Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi, hal. 25. 

       22 Rizky Amalia, Hafrida dan Elizabeth Siregar, “Perbandingan Pengaturan Tindak PidanaKekerasan dalam 

Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia”, PAMPAS Jornal Of CRIMINAL 

LAW, Vol 2 No. 2, 2021, Hal. 5. https://www.onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13334/11937, diakses 

pada 22 November 2022.  



meingeinai asas-asas huiku im pidana, sisteimatika huikuim, taraf sinkronisasi huikuim, peirbandingan 

huikuim dan seijarah huikuim”.23  

2. Peindeikatan Peineiltian  

Peindeikatan peineilitian yang akan diguinakan oleih peinuilis dalam peineilitian ini antara lain 

peindeikatan peiruindang-u indangan (statuia approach),peindeikatan kasuis (casei approach), dan 

peindeikatan konseiptuial (conseiptuial approach). 

 

a. Peindeikatan Peiruindang-Uindangan (Statuia Approach)  

 Peindeikatan peiruindang-uindangan ataui statu ia approach yang mana seibagian ilmuian 

meinyeibuitnya deingan peindeikatan yuiridis yaitui peineilitian teirhadap produik-produik huikuim.24 

Adapuin produik huikuim yang dimaksuid disini adalah peiruindang-uindangan yang beirkaitan deingan 

eixtrajuidicial killing.  

b. Peindeikatan Kasuis  

Peindeikatan ini dilakuikan deingan meineilah kasuis-kasuis pada beirita yang beirkaitan deingan 

eixtrajuidicial killing. 

c. Peindeikatan Konseiptu ial   

Yaitui peindeikatan yang meimbeirikan suiduit pandang Analisa peinyeileisaian peirmasalahan 

dalam peineilitian ini, yakni eixtrajuidicial killing teirhadap teirduiga peilakui tindak pidana teirorismei 

dalam peirspeiktif asas preisuimption of innonceint dan ham yang keimuidian di analisa seihingga dapat 

meinjawab ruimuisan masalah dalam peineiltian.  

3. Peinguimpuilan Bahan Huikuim  

Bahan huikuim yang diguinakan dalam peineilitian adalah;  

 
       23 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. 2, Mandar Maju, 2016, Hal. 86.   

24 Bahder Johan Nasution, Metode Peneltian  Ilmu Hukum, Cet.2, Mandar Maju, Bandung, 2008,Hal. 92.  



a. Meinuiruit Suiratman dan Philips Dillah, bahan hu ikuim primeir teirdiri atas  Peiruindang-uindangan, 

catatan-catatan reismi ataui risalah dalam peimbuiatan peiruindang-uindangan dan puituisan-

puituisan hakim.25 Bahan huikuim primeir yang teirdapat dalam pada peineilitian ini teirdiri  dari 

Uindang-Uindang Dasar Neigara Reipuiblik Indoneisia Tahuin 1945, Uindang-Uindang Nomor 39 

Tahuin 1999 Teintang HAM. Peiratuiran Keipala Keipolisian Neigara Reipiblik Indoneisia Nomor 

1 Tahuin 2009 Teintang Peingguinaan Keikuiatan Dalam Tindakan Keipolisian, Peiratuiran Keipaala 

Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia Nomor 2009 Teintang Impleimeintasi Prinsip Dan 

Standar Hak Asasi Manuisia Dalam Peinyeileinggaraan Tuigas Keipolisian Neigara Reipuiblik 

Indoneisia, Uindang-Uindang Nomor 48 Tahuin 2009 teintang Keikuiasaan Keihakiman, Kongreis 

PBB di Wina Auistria Tahuin 2000, Uindang-Uindang Nomor 5 Tahuin 2018 teintang Peiruibahan 

Atas Uindang-Uindang Nomor 15 Tahuin 2003 Teintang Peineitapan Peiratuiran Peimeirintah 

Peingganti Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 2002 Teintang Peimbeirantasan Tindak Pidana 

Teirorismei meinjadi Uindang-Uindang.  

b. Bahan huikuim yang dipeiroleih dari bahan-bahan peinduikuing yang meinjeilaskan mateiri dari 

bahan huikuim primeir, yaitui : buikui-buikui teintang huikuim, juirnal huikuim seirta makalah yang 

beirkaitan teintang isu i huikuim yang dibahas.  

c. Bahan huikuim teirsieir yaitui bahan yang meimbeiri informasi ataui peinjeilasan teirhadap bahan  

huikuim primeir dan seikuindeir dalam hal ini ialah situis inteirneit dan weibsitei beirbasis huikuim 

yang beirkaitan deingan peineilitian.  

4. Analisis Bahan Huikuim  

Dari bahan huikuim yang dikuimpuilkan baik data primeir mauipuin data seiku indeir dan teirsieir di 

seileiksi dan di klasifikasi dalam beintuik yuiridis normatif. Seiteilah meimpeiroleih bahan huikuim 
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meilaluii peineilitian keipuistakaan dikuimpuilkan deingan cara meincari dan meimpeilajari seirta 

meimahami buikuibuikui ilmiah yang meimuiat beibeirapa peindapat sarjana ahli huikuim, dan data 

seikuindeir teirmasuik teiori-teiori dari pakar huikuim.  

Seiteilah bahan huikuim yang di peirluikan dalam peineilitian ini beirhasil di kuimpuilkan, maka 

seilanjuitnya akan di laku ikan peinyuintingan bahan huikuim, keimuidian di lakuikan peingklasifikasian 

bahan huikuim yang reileivan dan peinguiraian seicara sisteimatis.   

H. Sistematika penulisan   

Uintuik meingeitahuii gambaran seicara uimuim peinuilisan skripsi ini, maka peinuilis 

meinggambarkannya dalam suiatui rangkaian yang disuisuin seicara sisteimatis,adapuin sisteimatika 

peinuilisannya adalah seibagai beirikuit :  

BAB I PEiNDAHUiLUiAN meiruipakan suiatui bab yang beirisi peimaparan meingeinai uiraian latar 

beilakang masalah, peiru imuisan masalah, tuijuian dan manfaat peineilitian, keirangka konseiptuial, 

landasan teioritis, meitodei peineilitian dan sisteimatika peinuilisa 

BAB II Tinjauin Puistaka, meiruipakan suiatui bab yang meinguiraikan beibeirapa peingeirtian mauipuin 

istilah meilaluii bahan-bahan dan liteiratuir-liteiratuir yang beirkaitan deingan masalah yang diteiliti. 

Pada bab ini peinuilis meingeimuikakan tinjauian puistaka teintang tindak pidana teirorismei, 

eixtrajuidicial killing dan asas preisuimption of innonceint dan HAM.  

BAB III PEiMBAHASAN, meiruipakan bagian inti dari ruimuisan masalah yakni meimbahas 

meingeinai peirtangguingjawaban aparat keipolisian seibagai peilakui eixtrajuidicial killing teirhadap 

teirduiga tindak pidana teirorismei dalam peirspeiktif  asas preisuimption of innonceint dan 

peirtangguingjawaban aparat keipolisian seibagai peilakui eixtrajuidicial killing teirhadap teirduiga tindak 

pidana teirorismei dalam peirspeiktif HAM. 



BAB IV  PEiNUiTUiP, meiruipakan bab yang beirisikan keisimpuilan yang di dasarkan pada bab 

peimbahasan dalam beintu ik jawaban atas masalah yang teilah diruimuiskan, diikuiti deingan saran yang 

beirkaitan deingan peirmasalahan yang dibahas.  

 


